
BUPATI GUNUNG MAS 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR ? TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNG MAS, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan dalam hal pemenuhan asas 
dapat di]aksanakan suatu peraturan perundang-undangan 
yang hmus memperhitungkan efektivitas peraturan 
perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara 
filosofis, sosiologis, maupun yu1idis, sehingga penetapan 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan pencabutan; 

b. bah\va berdasarkan ketentuan Pasal 3 1 7 ayat (3) Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme1intahan 
Daerah, clalam hal pengambilnn kcputusan bersama 
terhadap persetujuan rancangan Perubahan APBD 2018 
melewati batas waktu yang ditetapkan maka terhadap 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Bupati 
melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APED 
tahun anggaran berjalan, sehingga pelaksanaan ketentuan 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahu n Anggaran 2018 tidak dapat cl ilaksanakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten 
Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018; 

1. Pasa.l 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, r.'.abupaten Seruyan, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten 
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung 
Raya, clan Kabupaten Ba1ito Timur di Provinsi KaJimantan 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 180); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Tndonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Pera tu ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembarnn Negara Republik 
Indonesia Tahun '.2019 Nomor 42, Tambahan Lcmbaran Negara 
l~epublik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Mentcii DaJam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pcdoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah tcrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negcri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Pernturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 13 Tahun 2006 tcnt;mg 
Pcdoman Pengclolaan Kcuangan Dacrn.h (Acrita Negara l<cpubLik 
Indonesia Tahun '.201 1 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII K.ABUPATEN GUNUNG MAS 

dan 

Menetapkan 

BUPATI GUNUNG MAS 
MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAII KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA . DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2018. 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 262,~ 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 262.a) dicabut 
dan dinyatakan ti.dak berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Gunung Mas. 

Diundangkan di Kuala Kurun 
pada tanggal 19 ~ltt'-tus :>-019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN GUNUNG MAS, 

YANSITERSON 

Ditetapkan di Kuala Kurun 
pada tanggal ~9 Agu5-h.ls ;2.019 

BUPATI GUNUNG MAS, 

-:::::::----­
JAYA SAMAYA MONONG 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 201 9 NOMOR ;lb{, 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI 
KALIMANTAN TENGAH: 02, 53/2019. 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR '?> TAHUN 2019 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAll KABUPATEN GUNUNG MAS 
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAll TAHUN ANGGARAN 2018 

I. UMUM 

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 317 ayat (3) Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal 
pengambilan keputusan bersama terhadap persetujuan rancangan 
Peru bah an APBD 2018 melewati batas waktu yang ditetapkan maka 
terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana diatur dalam 
Pe1·aturan Daerah Nomor 13 Tahun 201 8 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak dapat 
dilaksanakan. 

Sehubungan dengan hal itu, untuk melaksanakan pula ketent uan 
Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal pemenuhan asas 
dapat dilaksanakan suatu peraturan perundang-undangan yang harus 
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam 
masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis, sehingga 
penetapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu 
dilakukan pencabutan, sehingga Bupati melaksanakan pengeluaran yang 
dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jclas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR ~ 


